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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

: a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan
kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2020, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman  Penyusunan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun
2017 Nomor 11);

. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2017-2022;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2020.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
S (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah.

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil
Walikota.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 memuat program dan kegiatan
beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020.

(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN;
b. BAB II: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU;
c. BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH; dan
e. BABV : PENUTUP.

(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 53



Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja

Jasa penggandaan

lembar

No | Urusan/Program o . - - - - Pagu Prakiraan Jenis |Penanggung-
Urut IKegiatan Prioritas  [Sasaran OPD| Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif Maju Kegiatan jawab
Tolok Ukur |Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase
Program Kelancaran
Pelg anan Peningkatan |Ketersediaan Administrasi,
1 Y . . Pertumbuhan |energi Keuangan 100% 1,664,633,000] 1,831,096,300|
Administrasi . ;
Ekonomi meningkat dan
Perkantoran Operasional
Perkantoran
Penyediaan Dinas Dukungan terhadap Dinas
Rapat-rapat Pertanian kelancaran administrasi, sedang
1.1 |Koordinasi dan dan Rapat koordinasi yang terselenggara 48 kali  |[keuangan dan operasional | 100% 251,712,000 276,883,200|berjalan |Pertanian dan
Konsultasi Pangan perkantoran Pangan
) . 33
Laporan perjalanan dinas
laporan
Penyediaan Jasa, Dinas )
Peralatan dan Pertanian Dukungan terhadap sedang Dinas
1.2 |Perlengkapan dan Alat tulis kantor yang tersedia 71 jenis |kelancaran administrasi 100% (1,412,921,000f 1,554,213,100|berjalan |Pertanian dan
Kantor Pangan ,keuangan dan operasional Pangan
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 jenis
Surat Dinas yang dikelola 732 buah
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 36 jenis
Bahan - bahan komputer/printer yang tersedia 14 jenis
Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang .
. 6 jenis
tersedia
Bahan bacaan/surat kabar tersedia 2 jenis
STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang 41 unit
izinnya unt
Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi 20 stel
Jasa KIR kendaraan dinas/operasional 8 kali
Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan
Jasa percetakan 4 jenis
100.000




Indikator Kinerja

No |Urusan/Program Pagu Prakiraan Jenis |Penanggung-
Urut /Kegiatan Prioritas |Sasaran OPD| Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif Maju Kegiatan jawab
Tolok Ukur [Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja o
7 jenis
/kerumahtanggaan
Jasa keamanan 12 bulan
Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Jasa keamanan 12 bulan
Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 10 orang
Persentase
Program Sarana dan
Peningkatan Peningkatan |Ketersediaan Prasarana
2 Sarana dan Pertumbuhan |energi 100% 598,807,000 629,189,200
. : Aparatur
Prasarana ekonomi meningkat yang
Aparatur .
memadai
Pemelharaan Dinas peringiatan sarana dan Dinas
Rutin/Berkala Pertanian Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor p g Sedang
2.1 |Gedung/Bangunan dan dan gudang 6 unit |prasarana aparatur yang 100% 328,635,000 332,000,000] berjalan |Pertanian dan
Kantor Panagan mendukung kelancaran Pangan
9 tugas dan fungsi OPD
Pemelharaan Dinas peringiatan sarana dan Dinas
Rutin/Berkala Pertanian Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan p g Sedang
2.2 |Kendaraan dan dinas/operasional roda dua 20 unit |prasarana aparatur yang 100% 270,172,000 297,189,200] berjalan |Pertanian dan
Dinas/Operasional panoan mendukung kelancaran Pangan
P 9 tugas dan fungsi OPD
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan )
. . . 3 unit
dinas/operasional roda tiga
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan )
. . 9 unit
dinas/operasional roda empat
Persentase
Program Peningkatan
Peningkatan Peningkatan |Ketersediaan Kal as%tas
3 Kapasitas Pertumbuhan |energi Su&ber 100% 42,000,000 46,200,000
Sumber Daya ekonomi meningkat Daya
Aparatur Aparatur
Bimbingan Teknis Dinas
dan Diklat Pertanian Meningkatkan kapasitas Sedang Dinas
3.1 IIzeningkatan dan Pelatihan kepegawaian, keuangan dan perencanaan 6 kali |sumber daya aparatur 100 % 42,000,000 46,200,000] berjalan Eertanian dan
apasitas angan
Aparatur Pangan
Program Persentase
Penlngkgtan Peningkatan |Ketersediaan Peningkatan
4 |Pengembangan |per mpyhan |energi Laporan 100% 25,365,000| 25,650,000
Sistem . . Capaian
ekonomi meningkat -
Pelaporan Kinerja dan




Indikator Kinerja

No | Urusan/Program Pagu Prakiraan Jenis |Penanggung-
Urut /Kegiatan Prioritas  |Sasaran OPD| Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif Maju Kegiatan jawab
Tolok Ukur [Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Penyusunan
Dokumen Dinas
Perencanaan, Tersedianya dokumen Dinas
4.1 |Pengendalian dan Pertanian Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, 6 jenis |perencanaan,pengendalian| 100% 25,365,000] 25,650,000 Sedang |Pertanian dan
laporan Capaian dan laporan kinerja, keuangan dan SDM dokumen [dan penganggaran berjalan |Pangan
Kinerja Perangkat Pangan
Daerah
Persentase
komoditas
Program Peningkatan |Ketersediaan fuar?]%i?]:r?al
5 Pembinaan Pertumbuhan |energi yang bebas 90% 1,450,000,000| 1,595,000,000
Pertanian ekonomi meningkat penggunaan
bahan
berbahaya
Jumlah
Kelompok
Tani Kelas 7
Utama
Pembinaan Usaha Dlnas‘ Kebun plasma nutfah Dinas
Pertanian Sedang
5.1 |dan Budidaya dan Kebun yang terkelola dengan baik 3lokasi |pisang, kebun hortikultura | 3 lokasi [1,200,000,000| 1,320,000,000| berjalan |pertanian dan
Pertanian Pangan dan kebun bibit terkelola Pangan
Pembinaan teknik usaha
Pelaku usaha pertanian yang dibina teknik usaha dan 120 dan budidaya terhadap 120
budidaya nya kelompok | pelaku usaha pertanian kelompok
terlaksana
Evaluasi dan lomba
Evaluasi dan lomba kelompok tani 18 kali . 18 kali
kelompok tani terlaksana
_ . 1 Dokumen Data Statistik
Dokumen Data Statistik Pertanian . 1 dokumen
dokumen |Pertanian tersusun
Pengawasan Mutu Dinas Kepatuhan atas mutu Dinas
5.2 | Komoditas dan Pertanian Sertifikat kepatuhan atas mutu komoditas pertanian yang 5 komoditas pertanian 5 sertifikat | 250,000,000| 275,000,000 Sedang |Pertanian dan
Pelayanan dan diterbitkan sertifikat [ meningkat berjalan |Pangan
Pertanian Pangan
Olahan hasil pertani dikembanak 15 jenis | Teknik pengolahan yang 15 jenis
anan hasil pertanian yang dikembangkan olahan |baik pada hasil pertanian olahan
Komunikasi, informasi dan
Komunikasi, informasi dan edukasi mutu hasil pertanian 25 kali  |edukasi mutu hasil 25 kali

pertanian terlaksana




Indikator Kinerja

No |Urusan/Program Pagu Prakiraan Jenis |Penanggung-
Urut /Kegiatan Prioritas |Sasaran OPD| Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif Maju Kegiatan jawab
Tolok Ukur [Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
. . Pelaku usaha
P_el_aku usaha perdagangan komoditas pertanian yang 2kali |perdagangan komoditas 89%
dibina .
pertanian yang patuh
E;(r)r?lg?r?;an Peningkatan |Ketersediaan s:rI]u raar:lan
6 Pertumbuhan |energi g 0 1,013,195,000| 1,114,514,500
Ketahanan . : kerawanan
ekonomi meningkat
Pangan pangan
Pembinaan .
Konsumsi Dinas Dinas
’ Pertanian Ketersediaan pangan Sedang
6.1 |Kewaspadaan dan Kampung sayur yang dikembangkan 3lokasi |rumah tangga meningkat | 3 lokasi 817,500,000] 899,250,000] berjalan |pertanian dan
Pangan dan Panaan Pangan
Penyuluhan 9
Dokumen Pola Pangan
Harapan, Dokumen
3 Sistem Kewaspadaan
Dokumen Ketahanan Pangan dokumen [Pangan dan Gizi dan Peta |3 dokumen
Ketahanan Pangan
tersusun
Komunikasi, informasi dan
Komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan 27 kali  |edukasi ketahanan pangan| 27 kali
terlaksana
Penyuluhan pertanian dan 14
Penyuluh pertanian dan perikanan terfasilitasi 13 orang | perikanan terlaksana kecamatan
Pengendalian Dinas Ketersediaan dan Dinas
9 Pertanian Pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan distribusi 295 Sedang
6.2 |Ketersediaan dan dan pangan lokasi |distribusi pangan terpantau | 295 lokasi | 195,695,000 215,264,500| berjalan |Pertanian dan
Distribusi Pangan Pangan dan terkendali Pangan
1 Dokumen Neraca Bahan
Dokumen Neraca Bahan Makanan 1 dokumen
dokumen | Makanan tersusun
1 Dokumen data dasar
Dokumen data dasar ketersediaan dan distribusi pangan ketersediaan dan distribusi |1 dokumen
dokumen | pangan tersusun
Dokumen data dasar
e ~ |Koordinasi Dewan .
Dewan Ketahanan Pangan terfasilitasi 7 kali Ketahanan Pangan 7 kali
terlaksana
Persentase
komoditas
E;ﬁg?&an Peningkatan |Ketersediaan Ei\r/]v%in de:nal
7 Pertumbuhan |energi 97% 2,206,000,000] 2,426,600,000
Kehewanan dan | ekonomi meningkat perikanan
Perikanan bebas dari
bahan

berbahaya




Indikator Kinerja

No | Urusan/Program Pagu Prakiraan Jenis |Penanggung-
Urut /Kegiatan Prioritas  |Sasaran OPD | Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif Maju Kegiatan jawab
Tolok Ukur [Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase
kasus
penyakit
zoonosa .
tertangani 100%
dengan
cepat dan
sesuai SOP
Pembinaan Usaha Dinas Dinas
Budidaya Pertanian Pelayananan Poliklinik Sedang
7.1 |[Kehewanan dan dan Operasional Pelayanan Poliklinik Hewan 16 jenis |Hewan terlaksana 16 jenis |1,256,000,000|1,381,600,000 | berjalan |Pertanian dan
Perikanan Pangan Pangan
Pengelolaan Balai Benih
Balai Benih Ikan dan Sub Raiser yang terkelola 3lokasi |lkan dan Sub Raiser 3 lokasi
terlaksana
Pembinaan teknik usaha
Pelaku usaha peternakan dan perikanan yang dibina teknik . |dan budidaya terhadap )
usaha dan budidaya 4 kali pelaku usaha peternakan 4 kali
dan perikanan terlaksana
P dali it 45 Penyakit zoonosa 45
engendatian penyakit zoonosa kelurahan |terkendali kelurahan
Evaluasi dan lomba
Evaluasi dan lomba kelompok budidaya peternakan dan _ |kelompok budidaya .
perikanan 6kali | peternakan dan perikanan| 6 kali
terlaksana
- ) 2 Data statistik peternakan
Data statistik peternakan dan perikanan . 2 dokumen
dokumen |dan perikanan tersusun
Pengawasan Mutu Dinas Pangan asal hewan dan Dinas
7.2 | Komoditas pertanian Uji mutu komoditas kehewanan dan perikanan 2000 [perikanan tidak layak kurang dari| 950,000,000|1,045,000,000 | Sedang |Pertanian dan
Kehewanan dan dan sampel |konsumsi 5% berjalan |Pangan
Perikanan Pangan
. 2 jenis |Pelayanan Rumah Potong| 2 jenis
Operasional pelayanan Rumah Potong Hewan
layanan |Hewan terlaksana layanan
Pengetahuan pemotongan
Pemantauan pemotongan hewan qurban 488 TPH |hewan qurban meningkat | 488 TPH
dan tercatat
Komunikasi,informasi dan
Komunikasi,informasi dan edukasi mutu komoditas . |edukasi mutu komoditas .
kehewanan dan perikanan 37kali |y ehewanan dan perikanan 37 kall
terlaksana
Unit usaha peternakan dan perikanan yang dibina mutu ) Penggwasan dan )
149 unit |pembinaan mutu 149 unit

komoditasnya




Indikator Kinerja

No |Urusan/Program Pagu Prakiraan Jenis |Penanggung-
Urut /Kegiatan Prioritas Sasaran OPD | Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif Maju Kegiatan jawab
Tolok Ukur [Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

komoditas kehewanan dan

perikanan

Total

7,000,000,000|

7,668,250,000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI




SEGORO AMARTO

KEDISIPLINAN
KEPEDULIAN SOSIAL
GOTONG ROYONG
KEMANDIRIAN




